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KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
KOTA BANDA ACEH 

NOMOR  2  TAHUN 2017 
TENTANG 

HARI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL 
WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017  

 
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH, 

 
Menimbang :  a. bahwa Penetapan hari libur dalam rangka Pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 secara serentak di 
TPS dalam Wilayah Kota Banda Aceh dilaksanakan guna 

memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga 
masyarakat Kota Banda Aceh untuk menggunakan hak 

pilihnya; 
 
  b.  bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hari pemungutan suara 

dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan; 
 
  c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh melalui 

Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 226 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen 
Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda 
Aceh telah menetapkan hari, tanggal dan waktu pemungutan 

suara; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi 
Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Hari 

Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Banda Aceh Tahun 2017; 

 
Mengingat  :    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 
 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5246); 
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 
 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 
 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22  Tahun 2008; 
 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 
 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2017; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil  Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan 

Wakil  Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua 

dan Papua Barat; 

10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh 

Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran 

Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07); 

11. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan 

Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 

15); 

12. Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Aceh Tahun 2017; 
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13. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 226 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen 

Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda 

Aceh; 

Memerhatikan :  

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA 
ACEH TENTANG PENETAPAN HARI PELAKSANAAN 

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL 
WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017  

KESATU  : Menetapkan Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh secara serentak di 

Tempat Pemungutan Suara dalam Wilayah Kota Banda Aceh 
pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Banda Aceh 

pada tanggal 25  Januari  2017 

   KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN                                            

BANDA ACEH, 
 

Ttd. 
 

MUNAWAR SYAH 
 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  

KOTA BANDA ACEH 

Kasubbag Hukum, 

 

 

Erminzal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


